
                                                                                 
  

 
 

 
 

WALIKOTA BANDA ACEH 
 
 

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 
NOMOR   27  TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021 

 

WALIKOTA BANDA ACEH, 

 
    Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda 

Aceh Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh 

Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 

Anggaran 2021;   
 

Mengingat  :     1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;      

2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor  30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4250); 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan     

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 8. Undang … 

SALINAN 
 



                                                                                 
  

 
 

 
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4633); 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat 

     (Lembaran  ..... 



                                                                                 
  

 
 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Banda Aceh Tahun  2007  Nomor 1 Seri A Nomor 1) 

sebagaimana  telah  diubah dengan Qanun  Kota  Banda  Aceh  
Nomor  3  Tahun  2012  tentang Perubahan Atas Qanun Kota 

Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda 

Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3); 
25. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021 tentang  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh  Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 
2021 Nomor 8);  

26. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 121 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 
2020 Nomor 121). 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

 
 Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri 

dari : 

 

     a. Pendapatan   ..... 



                                                                                 
  

 
 

a. Pendapatan Daerah  

1. Pendapatan Asli Daerah Rp.    224.364.761.635,43 

2. Pendapatan Transfer Rp.    950.620.237.783,00 

3. Lain-lain Pendapatan 

 Daerah yang sah Rp.      34.612.174.000,00 

                                     Jumlah Pendapatan..... Rp. 1.209.597.173.418,43 

 

b. Belanja Daerah 

1. Belanja Operasional   

a) Belanja Pegawai Rp.   443.495.524.864,17 

b) Belanja Barang dan Jasa Rp.   390.136.638.804,99 

c) Belanja Bunga Rp.       2.121.063.639,36 

d) Belanja Subsidi Rp.           285.400.000,00 

e) Belanja Hibah Rp.      52.421.197.558,30 

f) Belanja Bantuan Sosial Rp.         1.791.881.000,00 

                                                                                   Rp.    890.251.705.866,82 

 

2. Belanja Modal; 

 a)  Belanja Modal Tanah  Rp.    16.253.158.300,00 

   b)  Belanja Modal Peralatan Rp.    28.775.940.320,96 

     dan Mesin   

   c)  Belanja Modal Gedung  Rp.    76.454.145.339,28 

       dan Bangunan 

   d) Belanja Modal Jalan Rp.    61.366.875.612,04 

      Jaringan dan Irigasi 

   e) Belanja Modal Aset dan  Rp.      3.582.650.354,00 

      Lainnya 

        Rp.  186.432.769.926,28 

 

3. Belanja Tidak Terduga Rp.      2.223.104.729,00 

4. Belanja Transfer 

 a) Belanja Bagi Hasil Rp.      1.550.096.206,00  

 b) Belanja Bantuan   

    Keuangan                          Rp.  127.108.508.230,00 

    Jumlah Belanja Daerah Rp. 1.207.566.184.958,10 

  

  

                            c. Pembiayaan Daerah 

                               1. Penerimaan Pembiayaan       Rp.    19.349.907.594,46 

  Daerah 

                               2.  Pengeluaran Pembiayaan      Rp.    10.925.769.376,00 

 Daerah    

           Jumlah Pembiayaan  Rp.      8.424.138.678,79 

         Sisa Lebih/(Kurang)   

          Pembiayaan Anggaran           Rp.    10.455.126.678,79    

 
 

 Pasal 2                 
Ringkasan Laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

   

Pasal ......... 



                                                                                 
  

 
 

 
Pasal 3 

Ringkasan Laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam 

penjabaran laporan realisasi anggaran. 
 

Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

 
 Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh. 

 
 

 
                                                             Ditetapkan di Banda Aceh 
 pada tanggal   27      Juli      2022 M 

                                                 27 Dzulhijjah 1443 H        
 

                                                Pj. WALIKOTA BANDA ACEH, 
 

        CAP/DTO 
                                                                               

BAKRI SIDDIQ 

 
 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal   27     Juli       2022 M 

        27 Dzulhijjah 1443 H        
 
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, 

 
  CAP/DTO 

  
  AMIRUDDIN 

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022  NOMOR 272 
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